
 
 

 

 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN BENER MERIAH 

NOMOR 11 TAHUN 2026 
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN  TIM PEMANTAUAN  PERIODIK DAN INSIDENTIL                           

DALAM PENYUSUNAN  LAPORAN PENGAWASAN  DAN  PENGENDALIAN  BARANG 

MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI  INDEPENDEN  PEMILIHAN                     

KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi  dalam 

penyusunan Laporan Pengawasan  dan  Pengendalian  

Barang  Milik  Negara (BMN)  pada Kantor Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, 

dipandang   perlu  untuk  mengangkat  dan  menetapkan   

Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada 

Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener 

Meriah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  Keputusan  

Sekretaris  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener 

Meriah tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik 

dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan 

dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan 

Komisi Independen Pemilihan  Kabupaten Bener Meriah 

Tahun 2026. 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat   

Jendral   Komisi   Pemilihan    Umum,   Sekretariat   

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  

Republik   Indonesia  Tahun  2018 Nomor 196); 

2. Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang 

Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan  Belanja  Negara  (Berita  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 1736); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan    atas    Peraturan      

Pemerintah    Republik        Indonesia Nomor  27  Tahun  

2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik 

Negara/Daerah; 

5. Peraturan Menteri Keuangan      Republik      Indonesia      

Nomor 29/PMK.06/2010  tentang  Penggolongan  dan  

Kodefikasi  Barang  Milik Negara; 

6. Peraturan       Menteri      Keuangan       Republik       

Indonesia       Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara; 

8. Jendral  Komisi  Pemilihan  Umum, Sekretariat  Komisi  

Pemilihan  Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

10. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  

181/PMK.05/2022  tentang  Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum; 

11. Keputusan    Sekretaris   Jendral    Komisi    Pemilihan    

Umum   Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang  

Pengangkatan Jabatan Adminstrator pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :
  

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN 

PEMILIHAN KABUPATEN   ACEH  TENGARA TENTANG  

PEMBENTUKAN   TIM PEMANTAUAN  PERIODIK  DAN  

INSIDENTIL DALAM  PENYUSUNAN LAPORAN 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK 

NEGARA TAHUN 2026 PADA KANTOR KOMISI 

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH. 

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang 

Milik Negara pada Kantor  Komisi  Independen Pemilihan  

Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan keanggotaan 

sebagai berikut: 
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NO. NAMA/NIP 
JABATAN DALAM 

TIM 

1 2 3 

1. Mada Palapa Utama 
NIP.197608162005041003 

Ketua 

2. M.Usman Kholiq   
NIP.197410062014071001 

Anggota 

3. Muhamad Sofyan 
NIP. 198905022024211014 

Anggota 

 

KEDUA : Tim    Pemantauan    Periodik   dan    Insidentil   Barang Milik   

Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian  administratif,  kondisi fisik, aspek 

yuridis Barang Milik Negara; 

2. Melengkapi    formulir  laporan   pemantauan   periodik,   

laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban  

Barang Milik  Negara secara berjenjang dan dilaksanakan 

secara periodik setiap semester; 

3. Membuat  Berita  Acara   pemantauan   periodik/insidentil  

untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna 

Barang; 

4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian 

Barang Milik Negara di sertai dengan Berita Acara 

Pemantauan dab Formulir. 

5. Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Bener Meriah  ini mulai  berlaku pada tanggal  

01  Januari 2026 sampai dengan 31  Desember 2026. 

KETIGA : Tugas tim pemantauan  periodik  dan  insidentil dalam  

penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian barang 

milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

 
 

 

Ditetapkan di Redelong 

pada tanggal 6 Juli 2026 
 

           SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

                    KABUPATEN BENER MERIAH, 

   

                           

 

                MADA PALAPA UTAMA 

 


